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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
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A€ IR (B R R R Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
2004 & 150 5L ~ = 3R "4k 4456 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
55 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

4. B R 2011 # 24 5L B AL ¢ Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial
FIRE A (B R B R aR 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
£ 116 5. ~ = 3F "4 5256 55 ) 5 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

5. B R 2020 & 11 52 2B >t 48 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
ﬁ%ié (B R W R4 2020 & Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
245 B ~ N HR Y4 6573 5L ) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);
Pk MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN.

7 % FCRRIE G BT A g3 R

¥ o

$- 3 BAB |
Nl KETENTUAN UMUM
% 1% Pasal 1

3 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
NI G| T ACT L
dengan:
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1. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya

FERE )T} FR ST LEBRER mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa

disingkat JKP adalah jaminan sosial yang
Pekerja/Buruh

manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja,

dan Pelatihan Kerja.

2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja

A% 5 ﬁﬁ?ﬁmm 1 {Fek o

bentuk lain.

& F* 74 3. Pengusaha adalah:

dengan menerima Upah atau imbalan dalam

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan

hukum yang menjalankan suatu perusahaan

milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan

hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan

perusahaan bukan miliknya;

C. orang perseorangan, persekutuan, atau badan

a Jfr b BATHEIER hukum yang berada di Indonesia mewakili

S P L B RN A perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah

Indonesia.

“¥ 4. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima

IV
&z
LSRRI A ELE D dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

ERHBREEGEPMESR > ¢ Imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja
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kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian Kerja,
perundang-

kesepakatan, atau peraturan

undangan, termasuk tunjangan bagi
Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.

Peserta JKP yang selanjutnya disebut Peserta
adalah  Pekerja/Buruh  yang  mempunyai
hubungan kerja dengan Pengusaha dan telah
terdaftar serta membayar iuran.

Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut
JKN adalah jaminan berupa perlindungan
kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran
jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah.
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10.

11.

12.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya
disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai
dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan
pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja
atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan
kerja.

Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat
JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan
sekaligus pada saat Peserta memasuki usia
pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat
total tetap.

Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP
adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak
bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan
memberikan  penghasilan  setelah  Peserta
memasuki usia pensiun, mengalami cacat total
tetap, atau meninggal dunia.

Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut
JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan
kepada ahli waris ketika Peserta meninggal
dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Badan Sosial

Penyelenggara  Jaminan

Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS
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14.

15.

16.

Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
24 Tahun 2011

Penyelenggara Jaminan Sosial.

Nomor tentang Badan

. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah
yang  dibentuk

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

badan  hukum untuk
Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu
ekosistem digital yang menjadi platform bagi
segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang
ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.

Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan
untuk memberi, memperoleh, meningkatkan,

serta mengembangkan kompetensi Kerja,
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada
tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai
dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau
pekerjaan.

Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi
pemerintah dan badan hukum yang memenuhi
persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan

Kerja.

1945 & 17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
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18.

19.

Indonesia yang  memegang  kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu olen Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai
negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan
pembinaan,

pemeriksaan, pengujian,

penyidikan, dan  pengembangan  sistem
pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Pengusaha wajib mengikutsertakan Pekerja/Buruh

sebagai Peserta dalam program JKP.

Program JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan untuk mempertahankan derajat

kehidupan yang layak pada saat Pekerja/Buruh

kehilangan pekerjaan.

Pasal 3

#3h3]d ¥4t ¢ JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
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diselenggarakan olen BPJS Ketenagakerjaan dan

Pemerintah Pusat.

1)

a.

(2)

3)

BAB Il
KEPESERTAAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Kepesertaan
Pasal 4
Peserta terdiri atas:
Pekerja/Buruh yang telah diikutsertakan oleh
Pengusaha dalam program jaminan sosial; dan
Pekerja/Buruh yang baru didaftarkan oleh
Pengusaha dalam program jaminan sosial.
Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan:
warga negara Indonesia;
belum mencapai usia 54 (lima puluh empat)
tahun pada saat mendaftar; dan
mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha.
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan:
Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha besar
dan wusaha menengah, diikutsertakan pada
program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM; dan
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b. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha mikro

W
T3
s

dan usaha kecil, diikutsertakan
sekurangkurangnya pada program JKN, JKK,
JHT, dan JKM.

(4) % 3 smorif i %rh 3t 34k %% (4) Peserta program JKN sebagaimana dimaksud

AEp B R WAL TR pada ayat (3) merupakan pekerja penerima Upah
1 o pada badan usaha.
& - I Bagian Kedua
R =S Tata Cara Pendaftaran
% D% Pasal 5

(1) Pekerja/Buruh yang telah diikutsertakan oleh

/\
[am—
N7
pul
-
7
F
J;
=
53’%\‘/
=
(w
s
e
=
W~
M

Pengusaha dalam program jaminan sosial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhitung
A g

AR Ao

sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini
diundangkan, serta merta menjadi Peserta.
(2) )*I.*a?q‘—;?}ig wRE™AE® % 1 35 (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
i S AL A diberikan sertifikat kepesertaan program JKP
S oleh BPJS Ketenagakerjaan.
¥ ¢ FmE®he % 1 3 (3) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat
WAL/ APEE A EEELIR (1) diberikan bukti kepesertaan program JKP
oo oleh BPJS Ketenagakerjaan.
% 6 % Pasal 6
(D)z=p 3 RE1/1 4 %84 ¢ %Mt (1) Pengusaha yang mendaftarkan Pekerja/Buruh
A

1i¥p dalam program JKP wajib menyerahkan
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A2en30(= L% )p rﬁ’fiﬁﬂg formulir pendaftaran yang telah diisi secara
B 2 A L =TI Ry lengkap dan benar kepada BPJS
vk e Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal Pekerja/Buruh tersebut mulai
bekerja.

(2) % 1 smorafzap ¥ 34 2% e (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud

% pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Y irEHAE a. nomor induk kependudukan;
b. Bai/a+Ad4p ;% b. tanggal lahir Pekerja/Buruh; dan

c. ¥EHZH2E.2 (&) 4 p P4 c. nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya
gipyo perjanjian kerja.
(3) i} cEALE IR E AR = X (3) BPJS Ketenagakerjaan wajib  memberikan

L REEPREP ¥ oA 2 eI 2 nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari
IR AR (8 ﬁ* LA g iR kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara
REZAE> 1(- )BLiER P lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar
B EAL IR X MR o lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(4) i&,i A€ RefpE A e % 1 7“7 (4) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
W ERFEF L LRSS FBEP diberikan sertifikat kepesertaan program JKP
E S oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(5) ﬁ“%?ﬁf}ig WP ™ AH % 1 355 (5) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat
WRE /31 APE L EiRrgilRk (1) diberikan bukti kepesertaan program JKP
[ oleh BPJS Ketenagakerjaan.

N Pasal 7

L% 3 E % 6% % bt 4 Bukti kepesertaan program JKP bagi Pekerja/Buruh
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11
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan
Pasal 6 ayat (5) terintegrasi dalam 1 (satu) kartu
kepesertaan program jaminan sosial pada BPJS
Ketenagakerjaan.
Pasal 8
(1) Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja
dengan lebih dari 1 (satu) Pengusaha, wajib
diikutsertakan dalam program JKP oleh
masingmasing Pengusaha.
(2) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) setelah terdaftar sebagai Peserta, memilih
salah satu perusahaan sebagai tempat pekerjaan
yang didaftarkan dalam program JKP kepada
BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 9
Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan,
alamat kantor, skala usaha, data Upah, data
Pekerja/Buruh, dan perubahan data lainnya terkait
kepesertaan program JKP, Pengusaha wajib
menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS
Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak terjadi perubahan.
Pasal 10

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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FOMETHE TR AR 5 dan Pasal 6, serta perubahan data sebagaimana
BT 2 NF dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara daring
atau luring.

l (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
(2) 38 & % bl4] 2320 AR5 {8 TR o _ _
pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.

=% BAB I1I
IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
AL R AL MR AR A

IURAN

5 - A Bagian Kesatu

Ak luran
% 11 % Pasal 11
(1) = 7 & 2p 8 4 £ %34 % (1) luran program JKP wajib dibayarkan setiap
7oe bulan.

(2) luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(2) % 1 Foradeaibinfd A& 2 1 F
.

sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam
e0.46% (F A~ 22 F %2 = )o

persen) dari Upah sebulan.

(3) % 2 3 #rit 10, 46% ( g g, (O luran sehesar 046% (nol koma empat pulu
B 29T ik 0. 46K (7 4 2 7 2

: enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat
2 )AER KPP LR A E

(2) bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh

IE':‘%;Z er)» l’j FT‘LU\JE
Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP.
(4) luran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat
(4) % 3 7091 ¥ & FopfT MU Ak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar
WERE P 2 F 0,220 (B A2
0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari
B )

Upah sebulan.
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(5) % 3 s T2 X R'G T & KR : :
(5) Sumber pendanaan JKP sebagaimana dimaksud
iﬁlf:;fﬁfwggig,n]f g%ﬂv&;@«‘f,&- S
pada ayat (3) merupakan rekomposisi dari iuran
i 2t 2 fﬁ'fkg 7 e e » H O 4o
program JKK dan JKM, dengan ketentuan:
L
a. £EI1HEGFHAATEY A& a  iuran JKK direkomposisi sebesar 0,14% (nol
1 F e 0.14% (p » 2 % - koma empat belas persen) dari Upah sebulan,
) F] o 1 G HIAL RS sehingga iuran JKK untuk setiap kelompok
P MR S VAR G tingkat risiko menjadi:

. ™k % g% % 1 % 0.10% 1. tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,10% (nol
(FARZEHR-); koma sepuluh persen) dari Upah sebulan;

2. Mh'sAF " 1 F50.40% (F A~ 2. tingkat risiko rendah sebesar 0,40% (nol koma
2_Fghw ); empat puluh persen) dari Upah sebulan;

3. Y ER'%ASF"1F0.75% (F 3. tingkat risiko sedang sebesar 0,75% (nol koma
b2 R BT ) tujuh puluh lima persen) dari Upah sebulan;

4, Bh'egAg= " 1 Fa 1. 13% (A~ 4. tingkat risiko tinggi sebesar 1,13% (satu koma
2 - 8- =) % tiga belas persen) dari Upah sebulan; dan

5. ®B Ak A " 1 Fe1.60% (F 5. tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,60% (satu
2= BER ) koma enam puluh persen) dari Upah sebulan;

b. £33 %44 %S A& b iuran JKM direkomposisi sebesar 0,10% (nol

1F00.10% (2 %g- ) koma sepuluh persen) dari Upah sebulan,
Flet 1 i e HIAL R B R sehingga iuran JKM menjadi sebesar 0,20% (nol
1 F0.20% (p A2 RE- ) koma dua puluh persen) dari Upah sebulan.

(6) % 2 A 73+ B AL R 01 F ik (6) Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan

e
P
BAREF TP REAAE KR iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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(2)

merupakan Upah terakhir Pekerja/Buruh yang

dilaporkan oleh  Pengusaha kepada BPJS
Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas
Upah.

Batas atas Upah sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) kali

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

untuk pertama ditetapkan sebesar

Dalam hal Upah melebihi batas atas Upah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Upah
yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran
sebesar batas atas Upah
Pasal 12

Besaran iuran dan batas atas Upah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (7)
dilakukan evaluasi secara berkala setiap 2 (dua)
tahun dengan mempertimbangkan kondisi
ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan
kewajiban aktuaria.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

oleh kementerian
bidang ketenagakerjaan berkoordinasi dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan dan dewan



L8

E@@f"@g

BRRE G

(3) Felipi I Pr &% 1 37 “f it kb i

= 2 QS S NS R
PELFFUARER B R R -
% 13 %

(1) % 11 78 ik 3+
T ke LA+

ﬁﬁif,ﬂe}? w1

FERTE

B o
(DF>PFRIFTEFEY A+ F
feR R p HAER B R A
PEenL A H g
(DF=>TFRIFTHET A+ 7T
7 EEERE HALEF R R A
1IFAVE R
L LA
AR AR
% 14 i
ELIpSIE S

4k

£ 4eR

£

Wiy YL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-15-

(3)

(1)

(2)

(3)

luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dibayarkan

berdasarkan

jaminan sosial nasional.
Besaran iuran dan batas atas Upah hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13
Upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 vyang digunakan sebagai dasar
perhitungan pembayaran iuran, terdiri atas Upah
pokok dan tunjangan tetap.
hal Upah di tidak

menggunakan komponen Upah pokok dan

Dalam perusahaan

tunjangan tetap maka dasar perhitungan
pembayaran iuran yaitu Upah tanpa tunjangan.
Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas Upah
pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar
perhitungan iuran yaitu Upah pokok.
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran luran
Pasal 14

11
BPJS

kepada Ketenagakerjaan

data  kepesertaan dari  BPJS

Ketenagakerjaan.

Pasal 15
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(1) % 14 gtk g L &g (1) Data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam

AL g R g T RAR G A TR Pasal 14 terintegrasi dengan data kepesertaan
WEE - BPJS Kesehatan.

(2) Untuk integrasi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPJS Kesehatan harus
menyampaikan data kepesertaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada BPJS
Ketenagakerjaan.

(3) Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh
BPJS Ketenagakerjaan.

B (4) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi
(4) % 3 78 #7it ¢ SBFEFHLE

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
AR B L HBIRE o

disampaikan kepada Menteri.
% 16 1% Pasal 16

(D&% 11 iE% 5 1@ it ﬁ?ﬁif,ﬁ»’:%’f & Dalam hal pelaksanaan rekomposisi iuran sebagaimana
il IR e S 1287 - s FCFR]  dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) mengalami keterlambatan

£ 7 EPAEET o maka Pemerintah Pusat tidak membayarkan iuran.
Dalam hal pelaksanaan rekomposisi iuran sebagaimana
(2)F e 583 % 11 5% 5 7 #rif &9 dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) telah dibayar
#ifﬁ:aﬁf A I-  Ey aﬁf » v J’I)f-—}- tunggakannya, Pemerintah Pusat membayarkan iuran yang
et 8 X ABAALET o belum dibayarkan sesuai bulan pelunasan iuran yang

tertunggak.
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517 1% Pasal 17

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

(D H pembayaran iuran Yyang dibayarkan oleh
P T 3R

PALTER ARR i HAR o

T\

RE BE D)4 27 & Fofprse
T Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan

Menteri yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
() WEGFo|H AL RS € 2 F %4z

t pelaksanaan rekomposisi iuran diatur dengan
B ets o

Peraturan Menteri.

EE BAB IV
% £ iwrg A 1 MANFAAT JKP
5 - WL Bagian Kesatu
KNl Umum
% 18 % Pasal 18
A ERGAET e 45 Manfaat JKP berupa:
a. Wt a. uang tunai;
b. EBED FT L b. akses informasi pasar kerja; dan
C. BRER o c. Pelatihan Kerja.
% 19 % Pasal 19

(1) Manfaat JKP diberikan kepada Peserta yang
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja baik
untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian

kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian
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)

(3) farg e ™ BE U2l 2 0k e B 0% 2
o AR R A S :s;‘;révfjfa?:‘;f}ig B3
ERBEF 6 (A ) BTN B
Fh24(=Le )BrIINT T

(L) B2 chid o plv e

[u—

AP 4 AR

% 20 1%
(DT ™ hFlaa s i b aa (1)

WG A RE ST AL REAR

a. B RRAEER S a
b, XAR2HAE b
c. 3, & Cc
d. #y o d

(@)

OEFES LT TS TR LY
AT Y MG PR
IR BT GREE AL

* e AmT e

kerja waktu tertentu.
Selain  memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penerima manfaat JKP
harus bersedia untuk bekerja kembali.
Manfaat JKP dapat diajukan setelah Peserta
memiliki masa iur paling sedikit 12 (dua belas)
bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dan
telah membayar iuran paling singkat 6 (enam)
bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan
sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau
pengakhiran hubungan kerja.

Pasal 20
Manfaat JKP bagi Peserta yang mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja dikecualikan untuk
alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena:
mengundurkan diri;
cacat total tetap;
pensiun; atau
meninggal dunia
Manfaat JKP bagi Peserta yang hubungan
kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu
tertentu diberikan apabila Pemutusan Hubungan
Kerja oleh Pengusaha dilakukan sebelum

berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu
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©)

1)

tertentu.
Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja
olen Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan
Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada
pengadilan hubungan industrial dan akta bukti
pendaftaran perjanjian bersama; atau
petikan atau putusan pengadilan hubungan
industrial yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Bagian Kedua
Manfaat Uang Tunai
Pasal 21
Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling
banyak 6 (enam) bulan Upah dengan ketentuan
sebagai berikut:
sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari
Upah untuk 3 (tiga) bulan pertama; dan
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Upah

untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.
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. .o @
(2) 2 HREARTI h1 F ik ypEdp &
#?ﬁ%%ﬁ Wl g TR Y ¥ _ :
Pekerja/Buruh yang dilaporkan
A1/a 4ﬁxfém,1?ﬁéigﬁ » ¥ A

(3) 1 ? I

3)

1)

1)

Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran
manfaat uang tunai merupakan Upah terakhir
Pengusaha
kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak
melebihi batas atas Upah yang ditetapkan.

Batas atas Upah untuk pertama kali ditetapkan
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Dalam hal Upah melebihi batas atas Upah maka
Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran
manfaat uang tunai sebesar batas atas Upah.

Pasal 22

Besaran batas atas Upah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan evaluasi setiap

2 (dua) tahun.

(2) Evaluasi besaran batas atas Upah dilakukan oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan

(2) 2 F 1 Ugpdean® iz d F § 30 p4 pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
FIRE > RALE RIRL A€ £ berkoordinasi dengan  kementerian  yang
e menyelenggarakan urusan pemerintahan di

(3) Fpif b ¥% T % 2 J b1 F ot
U TR B % o

©)

bidang keuangan dan dewan jaminan sosial
nasional.

Besaran batas atas Upah hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah.
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(1) % 18 i b x4 BPje 7 Hig
FRs 22T RARAG 5N

b. Bidp ¥ o
(2) % 1 78 57t

21
Pasal 23
Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan
Upah Pekerja/Buruh yang dilaporkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak sesuai
dengan Upah yang sebenarnya sehingga terdapat
kekurangan pembayaran manfaat uang tunai,
Pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat
uang tunai kepada Pekerja/Buruh secara sekaligus.
Pasal 24
Pemberian manfaat uang tunai diselenggarakan oleh
BPJS Ketenagakerjaan.
Bagian Ketiga
Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja
Pasal 25
(1) Manfaat akses informasi pasar kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b
diberikan dalam bentuk layanan:
a. informasi pasar kerja; dan/atau
b. bimbingan jabatan.
(2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pengantar kerja dan/atau petugas
antarkerja melalui Sistem Informasi
Ketenagakerjaan

Pasal 26
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(1) % 25 %% 138 a2 ”Lr#)j};‘ﬁ H-
iz ,i.'/%{il’%féifiﬁi% S3ViE T o

% 27 %
¥ 25 0% 1 8 b AT B 4y HR
FErL T AN E
a. pAFEHL AR A (&)
b. -

¥ 28 i

2

PR A 4 A Ak A
¥ LB I3 Tk FrE A %R P
ER T (5) %N HERE S

Lk R B E R R o

22

(1) Layanan informasi pasar kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a
diberikan dalam bentuk penyediaan data
lowongan pekerjaan.

(2) Penyediaan  data

lowongan  pekerjaan

1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

sebagaimana dimaksud pada ayat
perundang-undangan.

Pasal 27
Layanan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan dalam
bentuk:
a. asesmen diri atau penilaian diri; dan/atau
b. konseling Karir.

Pasal 28
Peserta yang telah mendapatkan manfaat akses
informasi pasar kerja dan pekerjaan yang sesuai
bakat, harus

dengan minat, dan kompetensi

melaporkan  penempatannya melalui  Sistem
Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak diterima bekerja

Pasal 29
Manfaat akses informasi pasar kerja diselenggarakan

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
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pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

b IR A Bagian Keempat
BE 3 AE Manfaat Pelatihan Kerja
% 30 i% Pasal 30

(1) Manfaat Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf c diberikan berupa
pelatihan berbasis kompetensi.

B , , (2) Manfaat Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud
(2) % 1 BT s E R L ﬁf]*ui %

Ak E ‘fi %giﬁﬁ%ﬁ
i

g F AR LR

pada ayat (1) dapat dilakukan melalui integrasi

akses informasi pasar kerja dan sistem informasi

\‘Jr

"E‘
pu/‘

L
? BPJS Ketenagakerjaan dalam Sistem Informasi

o
G
o

Ketenagakerjaan.
() BEHEfIamt 2 (&) MT (3) Manfaat Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan
> NF A secara daring dan/atau luring.
% 31 % Pasal 31

(1) il B 5 i £ T (1) Pelatinan Kerja dilakukan melalui Lembaga
LERf 2 L F LR ERT

%*#JE‘- 7 BN /F f\ 2o

Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau
perusahaan.

(2) Lembaga Pelatihan Kerja  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan paling sedikit:

l%hi‘:sb 4 # % a. memiliki pelatihan berbasis kompetensi kerja
T T 0 B g f*@ZT‘JD":f:'ﬁ ¥z & yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja

A SR A dengan mempertimbangkan standar kompetensi
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kerja nasional, internasional, atau khusus;
) b. terdaftar dan terverifikasi di Sistem Informasi
b. g F-——'Jl T' %E’]S’r/\/‘j}' _‘%IF‘ Ip N /;‘ jb ; ;
Ketenagakerjaan;
c. terakreditasi dari lembaga akreditasi Lembaga
c. g ERE R VIRES IR | | o
Pelatihan Kerja yang dibuktikan dengan
sertifikat akreditasi; dan
d EEIRLFT - d. mendapat persetujuan Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
(3) V£ W DlF] 222 p 25 ~ EH R

P S BB R B AR T e
E R

pendaftaran, pemilihan jenis pelatihan, lembaga
pelatihan, dan pemanfaatan pelatihan diatur

dengan Peraturan Menteri.

% 32 1% Pasal 32
(1) Lembaga Pelatihan Kerja dapat bekerja sama

(DB ER IS S ELERES
e F R dengan lembaga sertifikasi profesi untuk
P& iTid iga B F 7 43R o _

menyelenggarakan  sertifikasi  kompetensi

o

i

melalui uji kompetensi.

By ) (2) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana
(2) % 1 o B FiuE i L4p ©

b D A S R
ik RIRERE o

dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga
sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi

dari badan nasional sertifikasi profesi.

% 33 1% Pasal 33
(D) & @B ER P 451104k %6 4 & (1) Peserta yang telah menerima manfaat Pelatihan
pEMELEHT (- ) X PpEE Kerja harus melaporkan pelatihan yang telah
FeERZL Y FH e KR Am diselesaikan ~ melalui  Sistem  Informasi
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BPIEP oo Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak selesainya pelatihan.
(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(2) % 1 morfeanplifirg A ¥ L X3 .
dapat memanfaatkan kembali layanan akses

PREG LR RESRET FE
informasi pasar kerja melalui Sistem Informasi
té»‘ ’ f%_‘}i%f,’d,l T{E‘ o
Ketenagakerjaan untuk bekerja.
% 34 i% Pasal 34
(1) Manfaat Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh
(DB EETd F g % - kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan
(2) A FTIRIRE 0F 4] = B%‘« ¥ 1245 manfaat Pelatihan Kerja diatur dengan Peraturan
Flg e e FR 2 - Menteri yang menyelenggarakan  urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

57 A Bagian Kelima
2 ¥ g An TR e Pelaksanaan Pemberian Manfaat JKP
% 3D i% Pasal 35

Hak atas manfaat JKP diajukan paling banyak 3 (tiga)

kali selama masa usia kerja dengan ketentuan:

. a. manfaat JKP pertama, diajukan oleh Peserta
a. AR A BRI S 19 0% 3R

it e e fo ik A HP R R 1S Y B

x A F AR

paling cepat setelah terpenuhinya masa iur dan
kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (3);
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. b. manfaat JKP kedua, diajukan oleh Peserta paling
b. BAEP% - L L FEA&TIS A

e A BRI D (T ) FE B
%0

FF A FEREART

sedikit setelah terpenuhinya masa iur selama 5
(lima) tahun sejak memperolen manfaat JKP
pertama; dan

, e , c. manfaat JKP ketiga, diajukan oleh Peserta paling
C. PAEPF - A £ mGARTIE Ak

RS () EBEY
YR = x4 EiRgaET

sedikit setelah terpenuhinya masa iur selama 5

(lima) tahun sejak memperolen manfaat JKP

. \’fa
AT
>~

< by

kedua.
% 36 i Pasal 36
Manfaat JKP bagi Peserta yang mempunyai

L3 REL1I(-) ZEFEFHET MG _ . .
hubungan kerja dengan lebih dari 1 (satu) Pengusaha

A et A ALK O Ve BT B

diberikan jika Peserta mengalami Pemutusan
A E R AR T

Hubungan Kerja.
% 37 i% Pasal 37
(DFELERKA#HH R 1 /1 £ 3%4 (1) Dalam hal Pengusaha tidak mengikutsertakan

LN I U A L1 Pekerja/Buruh dalam program JKP dan terjadi
o BEFRIIEBBRLA /2N Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib
4T memenuhi hak Pekerja/Buruh berupa:

a. manfaat uang tunai dengan perhitungan manfaat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
yang diberikan secara sekaligus; dan

b. manfaat Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30.

(2) % 1R fR1/1 A #fl& (2) Kewajiban pemenuhan hak Pekerja/Buruh
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FAHEFGE VA £ R oo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Pengusaha pada usaha mikro.

¥ 38 ix Pasal 38
Hak atas manfaat JKP tidak  dapat
dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai

pelaksanaan putusan pengadilan.

¥ 39 if Pasal 39

(1) Pengusaha yang menunggak iuran JKK dan
JKM sebagai sumber pendanaan program JKP
sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan
terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, BPJS
Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat uang
tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) kepada Peserta.

(2) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan telah
membayar manfaat uang tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka Pengusaha wajib
melunasi tunggakan iuran.

B FLERBF3(=) B2 FH (3) Pengusaha yang menunggak iuran JKK dan

TITRE A EE% T £ KiRen JKM sebagai sumber pendanaan program JKP
1B EEFESC R OTEA lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi
BTG FERIIRIEAS Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib
M AL E 21 EF ] I At membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai

IR £ 4w T e kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 21 ayat (1).

(4) Dalam hal Pengusaha telah melunasi seluruh

(D) FEF TS 5hEERBHGT tunggakan iuran dan denda yang menjadi
FOTAE A £ F R rauf; kewajibannya, Pengusaha dapat meminta
A g FFRE AR RIFH R penggantian manfaat uang tunai yang telah
#Boarit e B H e 2457 - dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(5) &£ ¥ 7p * A ER A #EFI £ % (5) Pengusaha mengajukan permintaan penggantian

2. f6emn3 (=) B URTFTw ,T}u manfaat uang  tunai kepada  BPJS
FAE FREIEAH DL RIFH Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak
R EAGF] - Pengusaha membayar hak Peserta.
(6) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar
(6) i} CEALE TR E R poTT RE penggantian manfaat uang tunai sebagaimana
LY grd 2R a1 =) dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh)
T FERE 4 ATk eIl hari kerja sejak surat permintaan dan dokumen
£ 457 o pendukung diterima secara lengkap dan benar

oleh BPJS Ketenagakerjaan.

% 40 ix Pasal 40
FHATHER B 1/1 A% ¢4 Hakatas manfaat JKP sebagaimana dimaksud dalam
3 % 18 iErrit & ¥ Fr&AH T Pasal 18 hilang jika Pekerja/Buruh:
a. PpEA B REYMREH3 (=) a tidak mengajukan permohonan klaim manfaat

BEoupoEY A E G SR JKP selama 3 (tiga) bulan sejak terjadi
G EIE Pemutusan Hubungan Kerja;

b. = 51T & F b. telah mendapatkan pekerjaan; atau
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c. H o c. meninggal dunia.
% 41 if Pasal 41
IE0E B4 2k B4 ¥ R 45 42 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
B oeis B o manfaat JKP diatur dengan Peraturan Menteri.
7% BAB V
T KR SUMBER PENDANAAN
% 42 i Pasal 42
(D)2 £FG57 RiRde™ ! (1) Sumber pendanaan JKP berasal dari:
a. FTRA” WS a. modal awal pemerintah;
b. rekomposisi iuran program jaminan sosial;

L B 2)
(2) % 197 a # it e 4o o g %

PRTFIEE DA ERRET 24

©)

(4)

(4) % #7THcfc Ak T,Ei—‘%”j d ORI A 2t

LT RITE Y AT 4

(5) P4 e300 K i5 0 4] %A ho T £ P (5)

24 s
I A e

dan/atau

dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan dana awal yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk pendanaan program JKP.
Dana awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bukan merupakan kekayaan negara Yyang
dipisahkan.

Dana awal dapat digunakan dalam hal iuran
program yang diterima belum mencukupi untuk
membayar manfaat program.

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana awal

diatur dengan Peraturan Menteri yang
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

Pasal 43
Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam
pasal 42 ayat (1) huruf ¢ dapat digunakan untuk
pendanaan program JKP dalam hal iuran program
yang diterima dan dana awal belum mencukupi
untuk membayar manfaat program JKP.
BAB VI
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 44
Pengawasan ketenagakerjaan terhadap penerapan
Peraturan  Pemerintah ini

ketentuan dalam

dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada

yang
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau

kementerian menyelenggarakan  urusan
dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang ketenagakerjaan provinsi.
BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 45
(1) Sengketa dalam penyelenggaraan program JKP
antara Peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan

dan/atau antara Peserta dengan Pengusaha dapat
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B £ 3 F A

(2) % 1A fratena R Adp A F L3k
RpzRd LRFE> 287
2 B R0 R R R o T

2 e 3 o

(3) £ % 2 5ok ehfah N2 d

Stk RUERIR2 REF AR

o

Yo A4

Fr 3 AT TR R m R
=k MBI RE e b 2 2 R

(4)

(2)

3)

(4)

diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak
yang bersengketa.

Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sengketa di bidang keperdataan dan
hak-hak sesuai

sengketa mengenai dengan

ketentuan  peraturan  perundang-undangan

dikuasai  sepenuhnya oleh pihak yang

bersengketa dan sengketa yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan dapat
diadakan perdamaian.

Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak terlaksana maka penyelesaian
dilakukan melalui mediasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal mekanisme mediasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terlaksana

maka penyelesaiannya dapat diajukan ke

L A pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
¥ N3 BAB VIII
7 IR SANKSI ADMINISTRATIF
i Pasal 46

(1)

Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 2

ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal
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s F3TiHEF 182 () % 39 9, Pasal 23, Pasal 37 ayat (1), dan/atau Pasal 39
E % 3 T2 FE B T ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
S

ToEL 2 a. teguran tertulis; dan

£ 2 EEE T X PRFE o b. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana

(2) % 1 5 573t 7 Foflr §) rejbrig = 5%

8 1= dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
S, f—r o
! bertahap.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada

@) ®1Fam e &L AL ¥ ayat (1) huruf a merupakan peringatan tertulis
FIERNT G EL o atas pelanggaran vyang dilakukan oleh
Pengusaha.

(4) Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan sanksi yang diberikan oleh unit

thjﬁ B2 X PRACE A _
pelayanan publik tertentu kepada Pengusaha

yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai

-
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.
% AT ix Pasal 47
W e ptEs azhaiti sl (1) Menteri, menteri terkait, gubernur,
MENEE FrE/FPEET AP £ bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk
EFRF % 46 iF% 1 B vt en(T sesuai dengan kewenangannya mengenakan

FEE) - sanksi administratif sebagaimana dimaksud
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(2)

(3)

(4)

dalam Pasal 46 ayat (1) kepada Pengusaha.
diberikan

berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan

Pengenaan sanksi administratif
oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang berasal
dari:

pengaduan; dan/atau

tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.
Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan
oleh Pengawas Ketenagakerjaan dituangkan
dalam nota pemeriksaan.

Dalam hal nota pemeriksaan tidak dilaksanakan
olen Pengusaha, Pengawas Ketenagakerjaan
menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan beserta nota
pemeriksaan kepada:

direktur jenderal yang membidangi pengawasan
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di

ketenagakerjaan pada kementerian
bidang ketenagakerjaan, untuk Pengawas
di yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

Ketenagakerjaan kementerian

bidang ketenagakerjaan; atau
kepala dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di  bidang ketenagakerjaan
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(6) jeiz st B3Rk ~ 4 £ BLE /D £
RF R NE W A F R R

| R B2 ks 6 (2 ) B
JOTY SR

()

(6)

1)

(2)

provinsi, untuk Pengawas Ketenagakerjaan pada

yang
pemerintahan  di

dinas menyelenggarakan  urusan

bidang ketenagakerjaan
provinsi.
Direktur jenderal atau kepala dinas sebagaimana

(4)

rekomendasi kepada pejabat yang berwenang

dimaksud pada ayat menyampaikan
mengenakan sanksi administratif.

Menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau
yang
pelaksanaan pengenaan sanksi

pejabat ditunjuk  memberitahukan
administratif
kepada Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Untuk kepesertaan JKP, BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan melakukan integrasi data
kepesertaan JKP.
Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lama dalam waktu 6 (enam)
bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
Dalam masa integrasi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan

dapat melakukan pendaftaran kepesertaan JKP
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tanpa memperhatikan kepesertaan JKN.

(4) Dalam hal sesudah masa integrasi dan terdapat
kepesertaan JKP vyang tidak memenuhi
persyaratan kepesertaan JKN maka iuran yang
telah dibayarkan Pemerintah Pusat
diperhitungkan dalam pembayaran iuran JKP
berikutnya.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,

ketentuan mengenai pengelolaan aset dana jaminan

sosial kecelakaan kerja dan dana jaminan sosial
kematian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5486) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724),

diberlakukan untuk pengelolaan aset dana jaminan
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36
sosial kehilangan pekerjaan sampai dengan
berlakunya peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan aset dana jaminan
sosial kehilangan pekerjaan.
Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

R B R 3R 2021 & 47 5
TAHUN 2021 NOMOR 47

plAET AN F- R Salinan sesuai dengan aslinya
R ET LR ICR KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
K 73443 e REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Frz 2% ¥, L

Administrasi Hukum,
[% ¢ -%3%] [tandatangan dan stempel]

Lydia Silvanna Djaman Lydia Silvanna Djaman
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PENJELASAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
2021 & 3735 NOMOR 37 TAHUN 2021
R > TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
[L e p . UMUM
Dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang

bR R F & e BB Bl

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

o ) 1945 diamanatkan bahwa setiap orang
PR 1945 # iz % 280 % 37

REEBASG I G ALE F
Mo RAGH2FEXE- B
3% Bt oNEF e R 2004 & 40
BLiE LMY X AL 6 IR K oh
B SRR T E R 1940 #
2R E o

berhak atas jaminan  sosial  yang
memungkinkan  pengembangan  dirinya
secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat. Pemerintah mempunyai
komitmen melaksanakan amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tersebut dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
1 4 A& &+ g 4% Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya
Er koA R JEFAL € merupakan program negara yang bertujuan
B 73t 3] o P ¥ memberi  kepastian  pelindungan  dan
N ew 2 Am - ¥ kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
*

£~ ¥ k&L Indonesia. Melalui sistem jaminan sosial
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nasional, setiap penduduk diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak
hal-hal  yang

mengakibatkan hilang atau berkurangnya

apabila  terjadi dapat

pendapatan, karena menderita  sakit,

mengalami kecelakaan, kehilangan
pekerjaan, memasuki usia lanjut, pensiun,
atau meninggal dunia.

Untuk mewujudkan sistem jaminan sosial
nasional dimaksud, Pemerintah telah
mengundangkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial. Dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tersebut telah
ditetapkan 2 (dua) badan penyelenggara
jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan
BPJS Kesehatan
menyelenggarakan program JKN, sedangkan
BPJS melaksanakan

program JKK, JHT, JP, dan JKM.

BPJS Ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan

Sesuai dengan Konvensi International

Labour Organization Nomor 102 Tahun
1952, memberikan

Pemerintah  wajib

perlindungan jaminan sosial yang paripurna
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3
bagi warga negaranya, maka perbaikan
pelaksanaan jaminan sosial terus dilakukan.
Untuk itu melalui Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah
dilakukan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40

penyempurnaan beberapa
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional dan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial. Ketentuan dalam Pasal 82
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja telah menyempurnakan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
dengan menambahkan 1 (satu) program baru
yakni JKP, sehingga secara keseluruhan
program jaminan sosial meliputi JKN, JKK,
JHT, JP, JKM, dan JKP. Selanjutnya dalam
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020
dilakukan

ketentuan dalam UndangUndang Nomor 24

tentang Cipta Kerja juga telah
penyempurnaan terhadap
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial yang mengatur bahwa BPJS
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Ketenagakerjaan
program JKK, JHT, JP, JKM dan JKP.

menyelenggarakan

Landasan pemikiran lahirnya program JKP
sebagai akibat tidak adanya jaminan sosial
bagi  Pekerja/Buruh  yang  mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga untuk
mencukupi  kebutuhan hidup seharihari
menggunakan manfaat JHT, sementara pada
hakekatnya JHT merupakan perlindungan
sosial pada saat Pekerja/Buruh tidak mampu
bekerja karena memasuki usia tua atau cacat
total tetap.

Dalam situasi Pekerja/Buruh mengalami
kehilangan pekerjaan tentu akan berdampak
terhadap derajat status sosialnya, khususnya
lingkungan tempat tinggalnya maupun
masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu,
penyelenggaraan JKP bertujuan
mempertahankan derajat kehidupan yang
layak pada saat Pekerja/Buruh kehilangan
pekerjaan/terkena Pemutusan Hubungan
Kerja ~ sehingga  akan memotivasi
Pekerja/Buruh untuk berkeinginan bekerja

kembali atau berusaha mandiri.
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Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai
kepesertaan, iuran, manfaat,
penyelenggaraan  program JKP  yang
terintegrasi dalam suatu sistem yang efektif,

sumber pendanaan, dan sanksi administratif.

1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan  “untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang
layak” adalah bahwa dengan mendapatkan
manfaat JKP, Pekerja/Buruh dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi
risiko Pemutusan Hubungan Kerja dan
berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
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Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

luran yang dibayarkan oleh Pemerintah

dan Belanja Negara.
Ayat (5)

Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan
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< PR o Cukup jelas.
% 6 7% Ayat (6)
© PR o Cukup jelas.
% T3 Ayat (7)
S PR o Cukup jelas.
% 8 7% Ayat (8)
S PR o Cukup jelas.
12 i Pasal 12
S PR o Cukup jelas.
13 % Pasal 13
S PR o Cukup jelas.
14 i Pasal 14
© PR o Cukup jelas.
15 i% Pasal 15
S PR o Cukup jelas.
16 W% Pasal 16
© PR o Cukup jelas.
17 % Pasal 17
< PR o Cukup jelas.
18 ix Pasal 18
© PR o Cukup jelas.
19 % Pasal 19
% 158 Ayat (1)

S R o Cukup jelas.
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% 278 Ayat (2)
Yang dimaksud “bersedia untuk bekerja
TRLETREET L . . . _
PR Ay kembflh yaitu bekerja sebagai |-o?kerja
¥ penerima Upah atau berusaha mandiri atau
wirausaha.
% 3% Ayat (3)
S PR o Cukup jelas.
% 20 % Pasal 20
% 158 Ayat (1)
a ik Huruf a
S PR o Cukup jelas.
b #x Huruf b
Yang dimaksud dengan “cacat total
AR A= 2R A4y tetap” adalah cacat yang mengakibatkan
B R A EED vens B s o ketidakmampuan seseorang untuk
melakukan pekerjaan.
C X Huruf ¢
< PR o Cukup jelas.
d #x Huruf d
< PR o Cukup jelas.
% 278 Ayat (2)
© PR o Cukup jelas.
% 378 Ayat (3)

S PR o Cukup jelas.
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Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengantar
kerja” adalah pegawai negeri sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan pelayanan
antarkerja.

Yang dimaksud dengan “petugas
antarkerja” adalah petugas yang memiliki
kompetensi melakukan kegiatan antarkerja
dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan pelayanan antarkerja.
Pasal 26
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© PR o Cukup jelas.
% 27 i% Pasal 27
a ix Huruf a

N .y Yang dimaksud dengan “asesmen diri
AR AR AR L N |

atau penilaian diri” adalah gambaran potensi

pi @R AT 2 U

diri Peserta yang didapatkan melalui asesmen
G A hiE A RS R o

secara daring atau luring.
b #x Huruf b
Yang dimaksud dengan “konseling
"BE R Adp e A '& karir” adalah konsultasi yang diberikan
AR RS L chdg #1524 0 @ kepada Peserta mengenai informasi dunia

EA TR A TR & B R AL e 2 kerja meliputi  spesifikasi - jabatan  dan

Pelatihan Kerja yang dibutuhkan oleh

Peserta.
5 28 % Pasal 28
S PR o Cukup jelas.
% 29 % Pasal 29
< PR o Cukup jelas.
% 30 % Pasal 30
< PR o Cukup jelas.
% 31 % Pasal 31
% 138 Ayat (1)

CFOREE BB

Yang dimaksud dengan “Lembaga

¢ e fps (&) B Fofr2 B¥E Pelatihan Kerja milik Pemerintah” adalah
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% 27

a@j
ey,

E@ﬁﬂ

o,

FRRLT L EICR

.
o

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

EJFIQE.—__'O
% 37

11
Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Yang dimaksud “masa usia kerja” adalah
rentang waktu seseorang mulai bekerja
sampai dengan batas usia menerima manfaat
pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 36

Manfaat JKP bagi peserta yang bekerja
lebih dari 1 (satu) Pengusaha tetap diberikan
paling banyak 3 (tiga) kali selama masa usia
kerja.
Pasal 37
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% 138 Ayat (1)
Ketentuan dalam pasal ini tidak

iﬂ,’ié«%&i;’@ﬁ%i%?\ _ .
4w menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk

Be#H R 1/1 AEp L ER

o mengikutsertakan Pekerja/Buruh sebagai
"t BIAL R A R AR o

Peserta dalam program JKP.

% 27 Ayat (2)
S PR o Cukup jelas.

% 38 i% Pasal 38

S PR o Cukup jelas.
¥ 39 i% Pasal 39

S PR o Cukup jelas.
% 40 1% Pasal 40

© PR o Cukup jelas.
¥ 41 1% Pasal 41

S PR o Cukup jelas.
% 42 i Pasal 42

© PR o Cukup jelas.
% 43 % Pasal 43

< PR o Cukup jelas.
% 44 % Pasal 44

© PR o Cukup jelas.
% 45 % Pasal 45

© PR o Cukup jelas.

¥ 46 i% Pasal 46
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© PR o Cukup jelas.
% 47 1% Pasal 47

S PR o Cukup jelas.
% 48 ix Pasal 48

S PR o Cukup jelas.
% 49 % Pasal 49

S PR o Cukup jelas.
% 50 % Pasal 50

S PR o Cukup jelas.
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